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DAFTAR PERTANYAAN RESPONDEN
PERANGKAT DESA

NAMA
ALAMAT
KEPALA DESA/ SEKRETARIS DESA/ KAUR KEUNGAN DESA/ KETUA

BPD

Berapa besaran dana ADD yang turun dari Pemerintah Pusat dan di
alokasikan untuk apa saja dana tersebut pada tahun 2017? Tolong diberikan
penjelasannya

Bagaimana proses atau tahapan pengelolaan alokasi dana desa?
Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?
Bagaimana pelaksanaan kebijakan terkait alokasi dana desa serta
manfaatnya apa saja?

Bagaimana bentuk pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan kebijakan
terkait alokasi dana desa tahun 20177

Apakah tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan terkait alokasi dana desa
sudah tercapai dengan baik?

Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan
kebijakan alokasi dana desa tersebut?

Bagaimana sosialisasi pemerintah desa mengenai kebijakan alokasi dana
desa kepada masyarakat?

Apa saran yang sauadara berikan supaya kebijakan alokasi dana desa ini

bisa berjalan dengan baik ditahun berikutnya?



DAFTAR PERTANYAAN RESPONDEN
MASYARAKAT DESA KRAKITAN

1. Bagaimana transparansi Dana mengenai Alokasi Dana Desa?

jawab:

Bagaimana sosialisasi pemerintah desa mengenai kebijakan alokasi
dana desa kepada masyarakat?
jawab:

. Apakah dalam perencanaan kegiatan terkait alokasi dana desa
melibatkan masyarakat?

jawab:

. Apakah saudara terlibat dalam proses kebijakan alokasi dana desa
tersebut? Baik dari perencanaan dan pelaksanaan?

Jawab:



5. Peran apa yang saudara dapatkan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi
dana desa tersebut?

jawab:

6. Apakah kebijakan alokasi dana desa di Desa Krakitan tahun 2017
sudah berjalan dengan baik?

jawab:

7. Menurut saudara faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat
pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa tersebut?

Jawab :

8. Menurut saudara solusi apa yang saudara berikan untuk mendorong
pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa berjalan lebih bak di tahun

berikutnya?
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PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT

DESA KRAKITAN
Kode Pos : 57462

Krakitan, 13 Maret 2018

Nomor :072/69/111/2018
Lamp. :
Hal :Wawancara. Kepada :

Yth. Ketua Program Studi.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
DI YOGYAKARTA.
Menindak lanjuti surat dari FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA . Nomor 008 / A.4-1I/FH/1/2018 , perihal pada
pokok surat :

Dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : EVI ZULZILLATUL AZLLA.
No Mhs : 200140610444.
Program Studi : Fakultas Hukum.

Telah mengadakan Wawancara pada tanggal 19 Februari 2017 Desa Krakitan,
Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten I ]
Demikian untuk menjadikan periksa dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JI. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Nomor
Perihal

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Yogyakarta, 30 Januari 2018

Kepada Yth:

074/1 131/Kesbangpol/2018 Gubernur Jawa Tengah

Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah
di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari :  Ketua Program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Nomor : 033/A 4-11/112018

Tanggal ;29 Januari 2018

Perihal :  lzin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/peneliian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal. "KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA KRAKITAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN" kepada:

Nama ¢ EVIZULZILLATUL AZLLA

NIM 1 20140610444

No HP/Identitas 1 0895421029865/3310044602960001

Prodi/Jurusan : llmu Hukum

Fakultas :  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten
Waktu Penelitian : 30 Januari 2018 s.d 31 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1 Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian,

2 Tidak dibenarkan melakukan risetpenelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud,

3 Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan

4 Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas

Demikian untuk menjadikan maklum

1. Gubernur DIY (sebagai laporan) . /
2. Ketua Program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

3. Yang bersangkutan
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